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Berdasarkan hal tersebut, DPUPR Kab. Klaten seharusnya melakukan sosialisasi kepada 

masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui pelaporan/pengaduan kerusakan jalan serta 

dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemenuhan SPM Jalan di Kabupaten 

Klaten. 
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